Kiontrak kerja Sama
AMTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NLISA
FENGGARA HBARAT
DENGAN
SMPISLAM DARUL ATQIA

NOMOR ; PM2.325/B7.15/5T.2.05/2025
NOMOR :5M.}"LfDﬁ,‘HHfPMfWJIEHUEE
TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURL DI
SMP ISLAM DARUL ATQLA

Pada harl inl Senin tangpal dua puluh lima bulan delapan tahun dua ribu dua
puluh lima (25-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan
Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompeétensi Guru dan Tenaga
Kependidikan antara: _
1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo

NP - 198606172014041003

jabatan  : Pejabat Pembuat Komitmen [PPK]

Alamat :Jalan  Gajahmada No 173 |empong Baru, Kec

Sekarbela, Kota Mataram, NTB; Kode Pos 83116




Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tontang Pelaksanaan Pelatibhan

Pembelajaran Mendalaom [Pelatihan M) bagl Kepaln Selolah dan Gura, ||l'IlJ.'.I.h

ketentuan sebyagal Beriko
Pazal 1
Maksudd dan Tujuan

(1] Kontrak Kerja Sama ini dimaksudlcan untuk mensinergikan tangpung
jawah bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagl Kepala

Sekolah dan Gury;
k2] Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagl

pengelolasan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala
Sckolah dan Guru

Pasal 2
Ruang Linghup

Ruang lingkup kontrale kerja sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK,

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama dan Sasaran




fd o eSS VEa riern LUl taril fiN B 1= Limn icirial I"'|'|=1"'|'I"."||'II RN

~=ohinl H rovemiastil Blava tranmsoortas KEsrmn ilasi, dan konsumsl:

., menyvusun BAB pembiayaa I luar komponen PNBF Fungsional atas
lavanan PNBP bagi kepala Selkkolah oan Gury yang melputl antara fan
belania konsumsi bagl peserta, penceramah, pergajar dan panitia serta
perjalanan dinas dan akomodasi (Jika diperlukan) bagi penceramah,
pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen FNBP
Fungsional atas layanan PNBP akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke
rekening RPL;

¢. membuka rekening penerimaan PNBP dan rekening RPL yang
digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat (1) hurut a dan b dari PIHAK KEDUA;

d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP
Fungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan {(MP) serta proses
pencairan/pengelolaan dana PNBP dari FIHAK KEDUA;

e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal
4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;

. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai
dengan strulktur program yang telah ditetapkan;

g menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pmbﬂpm
biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK
KEDUA;

h. maﬁympnﬂmn laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kupala
Seki I;E'#Hktmﬁﬂmﬁ KEDUA; dan

an pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Ke



menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bhapi Kepala Sekalah

dan Guru dart PIHAK KESATL

Pasal 5

Fembiayaan

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan

[(2)

(3)

Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler dengan mekanisme PNBP yvang dikelola oleh PIHAK KESATLU;
Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodas| dan
transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS
Reguler
Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan
Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat [3) adalah
sebesar Rp 8.241.000 dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya PNBP Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar

Rp 3.020.300

b. Biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas layanan PNBP sebesar
Rp 5.220.700

Pasal 6
Tata Cara Pembayaran



Pembayaran peajak vang diakibatlkkan aleh 13 lakisanaan Konteak K g Satma il

1 B 3 "
gesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal B
Jangzlea Wakdtu

Rontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA
PIHARK sampal dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan [N 2 selesal,

Pasal 9
Sankesi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yvang diatur pada lkontrak
kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Keadaan Kahar [Force Majeure]

m ?nng dimaksud kﬂndaan leahar (Force Majeure) adalah peristiwa @q‘tﬂ
a alam {ﬁu hnml tanah longsor, banliril. kebakaran,
A, pgokar r‘l;mhemmakﬁn. :t“m Egiﬁtamt an



PIHAK KESATL

BHGTK Praviinel Musa s
Barat

PPK L asUyana,

IIEEI"I Gﬂ}ﬂhmnd.‘l No 173 jempong Jalan Guru Yusul, U
Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram  No Telp 087 860
No Telp (0370) 620870

Surel

bgtintb@kemendikdasmen.go.id

pﬁuhnh.un dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, walib
hukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.
Pasal 13
Lain-fain
% l:umu mﬁm“:ﬂmn Jumlah peserta sasaran yang akan

uti Pelatihan PM berkurang dari target dengan
an *H'HEP l'l.lngﬂnn!l di#mrkm ke Kas Hagirn.



